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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara proses penerbitan perijinan dan non perijinan lintas seksi.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang tata cara penerbitan perijinan IMB yang dimohonkan secara paralel dengan ijin operasional, yaitu IMBR dengan SIPR.
3. DASAR HUKUM

3.1. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar
4. DEFINISI

-

5. KETERKAITAN

5.1. SOP Pemberian Informasi Permohonan Perijinan
5.2. SOP Surat Menyurat
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada jumlah investor yang akan menanamkan modal di Kota Denpasar.
7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengoperasikan komputer

7.3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja

8.2. Meja



8.3. Kursi

8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. SIM Perijinan

8.6. Komputer

8.7. Printer

8.8. ATK

9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Staf Seksi A/II mencatat Berkas Permohonan yang masuk, memeriksa kelengkapan berkas dan mengupdate berkas permohonan ke dalam SIM Perijinan. 

9.1.1. Jika permohonan sudah lengkap dan benar, akan dicetak Lembar Kendali, Catatan Proses, Sertifikat, SKRD, Surat pemberitahuan pembayaran, kwitansi serta stempel gambar.
9.1.2. Jika permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dibuatkan draft Surat Penolakan.
9.2. Kepala Seksi A/II mengidentifikasi dan memverivikasi Berkas Permohonan serta membubuhkan paraf pada Sertifikat Ijin bagi ijin yang akan diterbitkan, paraf gambar atau membubuhkan paraf draft Surat Penolakan untuk permohonan yang direkomendasikan untuk ditolak serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM Perijinan.

9.3. Staf Seksi A/III memeriksa kelengkapan berkas dan mengupdate berkas permohonan kedalam sistem perijinan.
9.3.1. Jika permohonan sudah lengkap dan benar, akan dicetak Sertifikat Ijin.
9.3.2. Jika permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dibuatkan Surat Penolakan.
9.4. Kepala Seksi A/III mengidentifikasi dan memverivikasi Berkas Permohonan serta membubuhkan paraf pada Sertifikat Ijin bagi ijin yang akan diterbitkan atau membubuhkan paraf Surat Penolakan untuk permohonan yang direkomendasikan untuk ditolak serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM Perijinan.

9.5. Kepala Bidang A memeriksa hasil kerja Kepala Seksi. Kepala bidang membubuhkan paraf pada Sertifikat Ijin dan tanda tangan Gambar untuk permohonan yang disetujui diterbitkan atau membubuhkan paraf pada Surat Penolakan untuk permohonan yang ditolak, serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM.
9.6. Seluruh berkas perijinan diajukan kepada Sekretaris untuk disetujui (paraf Sertifikat Ijin atau Surat Penolakan) dan ditandatangani (SKRD dan Surat Pemberitahuan Pembayaran) dan memberi catatan pada Lembar Kendali serta SIM.
9.7. Seluruh berkas perijinan diajukan kepada Kepala Dinas.

9.7.1. Jika Rekomendasi Kepala Bidang disetujui, maka Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan pada Sertifikat Ijin atau Surat Penolakan, dengan memberikan catatan pada Lembar Kendali serta SIM.

9.7.2. Jika Rekomendasi Kepala Bidang tidak disetujui, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Kepala Bidang dengan memberikan catatan pada Lembar Kendali serta SIM.

9.8. Seluruh berkas perijinan  diserahkan kepada Sub Bagian Umum untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin ataupun Surat Penolakan kepada Pemohon.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Berkas Permohonan

10.2. Buku Penerimaan Berkas

10.3. Sertifikat Ijin

10.4. SKRD

10.5. Surat Pemberitahuan Pembayaran
10.6. Kuitansi Pembayaran
10.7. Gambar yang distempel
10.8. Surat Penolakan

10.9. Lembar Kendali

10.10. Catatan Proses

10.11. Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin



                                                                                                                                     Hal. 1 dari 4


Hal. 4 dari 4

